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ABSTRAK 
Di zaman nenek moyang kita, awalnya perdagangan dilakukan dengan saling bertemunya 
antara kedua belah pihak yang telah menemui kata sepakat, kemudian melakukan 
transaksi dengan sistem barter, di mana kedua belah pihak saling menukarkan barang 
yang disepakati. Seiring berkembangnya zaman, sistem barter gugur dan ditemukannya 
alat pembayaran, perdagangan dilakukan dengan cara jual beli, yang di mana pihak 
penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli diwajibkan untuk 
menyerahkan sejumlah uang senilai dengan harga yang telah disepakati.. Menurut 
Subekti, bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji 
kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan 
suatu hal”. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi dalam perjanjian akan 
menimbulkan ingkar janji (wanprestasi) jika memang dapat dibuktikan bukan karena 
overmacht atau keadaan memaksa. Debitur dianggap melakukan wanprestasi dengan 
lewatnya batas waktu tersebut. Syarat suatu sahnya Perjanjian menurut KUH Perdata ada 
4 sebagai berikut: 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2. Kecakapan untuk 
membuat suatu perikatan, 3. Suatu hal tertentu, 4. Suatu sebab yang halal. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu dengan 
mengkaji dan menguji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan wanprestasi 
dalam perjanjian jual beli semen curah, ditambah dengan Putusan Pengadilan Negeri 
Surabaya Nomor 272/Pdt.G.2020/PN.Sby. 
Kata Kunci: perjanjian, jual beli, wanprestasi. 
 
ABSTRACT 
In the days of our ancestors, initially trade was carried out by meeting each other between 
the two parties who had reached an agreement, then carrying out transactions using a 
barter system, where both parties exchanged the agreed-upon goods. Along with the 
development of the era, the barter system failed and the means of payment were found, 
trade was carried out by buying and selling, in which the seller handed over the goods to 
the buyer and the buyer was required to submit an amount of money equal to the agreed 
price. According to Subekti, that: is an event where one person promises to another 
person or where two people promise each other to do something. If one of the parties 
does not fulfill the achievements in the agreement, it will result in a breach of promise 
(default) if it can be proven not due to overmacht or coercive circumstances. The debtor 
is deemed to have defaulted upon the expiration of the time limit. There are 4 
requirements for a valid agreement according to the Civil Code as follows: 1. Agree from 
those who bind themselves, 2. The ability to make an engagement, 3. A certain thing, 4. 
A lawful cause. The method used in this study is a normative juridical approach, namely 
by reviewing and testing the laws and regulations relating to default in the bulk cement 
sale and purchase agreement, coupled with the Surabaya District Court Decision Number 
272/Pdt.G.2020/PN.Sby. 
Keywords: agreement, sale and purchase, default. 
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PENDAHULUAN 
Latar Belakang 
Perkembangan pada sektor perdagangan cukup pesat terjadi hampir di segala bidang 
dalam kehidupan masyarakat. Perdagangan pada awal zaman nenek moyang terjadi 
melalui saling bertemunya antara kedua belah pihak yang sudah saling sepakat, 
selanjutnya saling bertransaksi melalui sistem barter, adapun kedua belah pihak saling 
melakukan pertukaran barang sesuai kesepakatan. Sistem barter secara perlahan 
ditinggalkan seiring perkembangan zaman setelah ditemukan alat pembayaran. 
Dilakukannya perdagangan melalui cara jual beli, yaitu barang diserahkan oleh pihak 
penjual kepada pihak pembeli kemudian sejumlah uang wajib diserahkan pembeli senilai 
dengan kesepakatan harga. 
Semakin hari harus memenuhi kebutuhan yang juga mengalami peningkatan, hal 
tersebut tidak diikuti jumlah pendapatan, dengan demikian muncul ingkar janji setelah 
dua belah pihak sepakat atau disebut dengan Wanprestasi. Tentu saja kejadian 
wanprestasi bagi pihak kreditur sangat merugikan, meskipun perjanjian tersebut cuma-
cuma (sepihak) ataupun atas beban (timbal-balik). Dasar perjanjian ialah para pihak yang 
bersepakat yang memunculkan prestasi, jika dalam perjanjian ada pihak yang melanggar 
prestasi sehingga memunculkan ingkar janji (wanprestasi), apabila terbukti bukan 
dikarenakan overmacht ataupun kondisi terpaksa. 
Wanprestasi adalah: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya 
suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai 
untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya 
hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah 
ditentukan”. 
Debitur dinyatakan wanprestasi dalam perjanjian tertentu, ditemukan beberapa 
kendala. Wanprestasi yang dinyatakan pastinya tidak mudah sebab sulit dijanjikan kapan 
pihak tertentu wajib melaksanakan suatu perjanjian prestasi. Debitur melaksanakan 
prestasi terhadap perjanjian dengan tidak melakukan apapun, akan mudah menentukan 
kapan dimulainya debitur melakukan wanprestasi yakni ketika debitur melakukan sesuatu 
yang dilarang dalam perjanjian. Prestasi debitur berbentuk suatu tindakan dan memberi 
sesuatu jika menentukan batas waktu perjanjian, dengan demikian debitur dinyatakan 
melakukan wanprestasi ketika waktu terlewati.1 
Sesuai dengan latar belakang yang sudah dikemukakan, penulis tertarik melakukan 
penelitian mengenai bentuk tanggung jawab debitur kepada kreditur secara perdata dan 
juga upaya perdata yang dapat dilakukan kreditur agar kerugian yang dideritanya 
tertanggulangi. 
Istilah “Perikatan” berasal dari bahasa belanda “Verbintenis”. Namun demikian, 
dalam perpustakaan hukum Indonesia memakai berbagai macam istilah untuk 
menerjemahkan Verbintenis. Subekti dan Tjiptosudibio, mengemukakan bahwa “istilah 
perikatan untuk Verbintenis dan persetujuan untuk Overeenkomst”. Utrecht dalam 
bukunya “Pengantar dalam Hukum Indonesia”, memakai istilah perutangan untuk 
Verbintenis dan perjanjian untuk Overeenkomst. Sedangkan Ahmad Ihsan, mengartikan 
bahwa “Verbintenis dengan perjanjian dan Overeenkomst untuk persetujuan”. 
Suatu persetujuan merupakan perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan 
diri pada satu orang lain atau lebih.2  
 
1  R. Subekti dan Tjitrosudibio (ed), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita, 
2003) Pasal 1238. 
2  Ibid, Pasal 1313. 
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Menurut pendapat Subekti, bahwa: “Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana 
seseorang berjanji kepada seseorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk 
melaksanakan suatu hal”.3 
Perjanjian ialah sesuatu hal yang menimbulkan perikatan. Perjanjian terdapat dua 
pihak yang terlibat, pihak yang mempunyai hak dan pihak yang mempunyai kewajiban. 
Atau dengan pengertian lain menurut Rizqa Shafira mengemukakan “perjanjian ialah 
pihak yang satu berhak atas prestasi, dan pihak yang lain wajib memenuhi prestasi itu 
sendiri”.4 Perjanjian terdapat ketetapan dari para pihak harus menentukan cara bagaimana 
membuat suatu perjanjian.  
Sifat keterbukaan dianut dalam sistem hukum perjanjian di Indonesia yakni 
memberikan kebebasan yang luas kepada siapapun untuk membuat perjanjian dengan isi 
dan sifatnya sesuai kehendak. Asalkan tidak melanggar undang-undang, kesusilaan dan 
ketertiban umum. 
Jual beli berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah: “Suatu 
perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 
kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”.5 
Unsur-unsur pokok (essentialia) Perjanjian jual beli merupakan barang dan jasa. 
Sesuai asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian Kitab Undang-Undang 
Hukum Perdata, perjanjian jual beli tersebut lahir pada pernyataan Sepakat mengenai 
“harga dan barang. Ketika kedua pihak sudah setuju terkait harga dan barang, sehingga 
terjadi perjanjian jual beli yang sah”.6 
Sifat konsensual dari jual beli tersebut dijelaskan dari Pasal 1458 yaitu: “Jual beli 
dianggap sudah terjadi, antara kedua belah pihak setelah mereka mencapai sepakat 
tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya yang 
belum dibayar”. 
Rumusan Masalah 
Seusai dengan uraian latar belakang masalah di atas, maka beberapa pokok 
permasalahan yang akan diteliti antara lain: Bagaimana bisa terjadi wanprestasi dalam 
perjanjian jual beli semen curah? dan Bagaimanakah dasar pertimbangan Hakim dalam 
putusan perjanjian jual beli semen curah? 
Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 
Tujuan Penelitian Bertitik tolak pada permasalahan yang telah diuraikan di atas, 
maka penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui dan menganalisis bagaimana bisa terjadi 
wanprestasi dalam perjanjian jual beli semen curah. Dan Mengetahui dan menganalisis 
bagaimanakah dasar hukum pertimbangan hakim dalam putusan, atas perjanjian jual beli 
semen curah pada studi kasus Putusan Nomor 272/Pdt.G/2020/PN.Sby. 
Kegunaan Penelitian. Diharapkan hasil penelitian ini mempunyai kegunaan, baik 
praktis maupun teoritis sebagai berikut: 
1. Kegunaan Teori 
Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi pemahaman dan 
tambahan pengetahuan berupa perbendaharaan konsep pemikiran ataupun teori 
dalam ilmu hukum terkait berbagai aspek hukum dalam hal wanprestasi dalam 
perjanjian jual beli dan sebagai pertimbangan bahan masukan dan sumber 
informasi dalam penyempurnaan peraturan penyelesaian wanprestasi terhadap 
perjanjian jual beli. 
 
3  Ibid. 
4  Rizqa Shafira, “Perjanjian”, https://www.kompasiana.com, diunduh 2 Juni 2018. 
5  R. Subekti dan Tjitrosudibio (ed), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op.cit., Pasal 1457. 
6  R. Subekti, Aneka Perjanjian, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 2. 
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2. Kegunaan Praktis 
Diharapkan penulisan ini bisa digunakan sebagai bahan acuan dan 
sumbangan berupa prosedur penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli 
sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan masukan bagi 
pemerintah maupun lembaga terkait pelaksanaan ketentuan Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata. 
Metode Penelitian 
Penggunaan metode penelitian ini berupaya memperoleh data yang mempunyai 
tujuan secara ilmiah.7 Metode pendekatan yuridis normatif melalui pengkajian dan 
pengujian peraturan dan undang-undang terkait wanprestasi dalam perjanjian jual beli 
semen curah yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
Untuk mencari data fokus pada data kepustakaan yaitu konsep, teori, penemuan 
ataupun pendapat yang berhubungan dengan masalah wanprestasi dalam perjanjian jual 
beli semen curah. Penelitian ini bersifat library research (penelitian kepustakaan), yakni 
melakukan penelitian terhadap data sekunder dengan bahan hukum primer: 
1. Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan, seperti: Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata,; 
2. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa buku-buku terkait permasalahan yang ada; 
3. Bahan hukum tersier, bahan hukum diperoleh dari internet, kamus, jurnal, artikel 
dan lain-lain sebagai pelengkap bahan hukum primer. 
Melalui studi dokumen, yakni penelusuran jurnal, buku, hasil penelitian karya ilmiah 
para sarjana, serta penggunaan catatan ilmiah sebagai landasan pembahasan terhadap 
permasalahan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian jual beli semen curah. 
Secara yuridis kualitatif, data penelitian dianalisis melalui pengukuran data dengan 
teori ataupun konsep yang tidak bisa diukur melalui angka, selanjutnya dari data yang 
didapatkan ditarik kesimpulan, yang diuraikan dalam bentuk narasi. 
 
PEMBAHASAN 
Tinjauan Pustaka Tentang Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli Semen Curah 
Istilah “Perikatan” asalnya dari bahasa belanda “Verbintenis”. Namun demikian, 
dalam perpustakaan hukum Indonesia memakai bermacam-macam istilah untuk 
menerjemahkan Verbintenis. Subekti dan Tjiptosudibio, menggunakan “istilah perikatan 
untuk Verbintenis dan persetujuan untuk Overeenkomst”. Utrecht dalam bukunya 
“Pengantar dalam Hukum Indonesia, memakai istilah Perutangan untuk Verbintenis dan 
Perjanjian untuk Overeenkomst. Sedangkan Ahmad Ihsan, menerjemahkan Verbintenis 
dengan perjanjian dan Overeenkomst untuk persetujuan.”8 
Dengan demikian, Verbintenis dikenal mempunyai “tiga (3) istilah di Indonesia, 
yaitu, 1. Perikatan; 2. Perutangan; dan 3. Perjanjian. Sedangkan untuk Overeenkomst 
dipakai dengan 2 (dua) istilah, yaitu Perjanjian dan Persetujuan.”9 
Berdasarkan pendapat Subekti “Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang 
berjanji pada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal”.10  
 
7  E. Zaenal Arifin, Metode Penulisan Ilmiah, cetakan ke-5, (Tangerang: Pustaka Mandiri, 2017), hlm. 41. 
8  Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Cetakan ke-4, (Jakarta: Kencana 
Prenamedia Group, 2014), hlm. 197. 
9  Ibid. 
10  R. Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa, 2007), hlm. 1. 
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Berdasarkan pendapat R. Setiawan “Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum, di 
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap 
satu orang atau lebih”.11  
Perjanjian diatur Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang 
menyatakan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.  
Definisi Perjanjian menurut Pasal 1313 KUH Perdata “tidak tepat dikarenakan 
bukannya satu orang atau lebih mengikatkan diri”, namun kedua belah pihak saling 
mengikatkan dirinya untuk melakukan sesuatu hal. 
Kitab Undang-undang Hukum Perdata mendefinisikan jual beli yaitu: “Suatu 
perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu 
kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan”.12 
Perjanjian jual beli ialah: “Barang dan jasa. Sesuai dengan asas konsensualisme yang 
menjiwai hukum perjanjian Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian jual beli 
itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya Sepakat mengenai barang dan harga. Begitu 
kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli 
yang sah”.13 
Sifat konsensual dari jual beli tersebut dijelaskan dari Pasal 1458 yang berbunyi: 
“Jual beli dianggap sudah terjadi, antara kedua belah pihak setelah mereka mencapai 
sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun 
harganya yang belum dibayar”.14 
Syarat suatu sahnya Perjanjian sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 4 
(empat), di antaranya: Kecakapan menciptakan perikatan, Mereka yang sepakat 
mengikatkan dirinya, Suatu sebab yang halal dan Suatu hal tertentu.15 Penjelasan dari 
Pasal 1320 KUH Perdata sebagai berikut: 
Ad. 1 Dengan sepakat dimaksudkan bahwa “para pihak yang mengadakan 
perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari 
perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga 
dikehendaki oleh pihak lain”. 
Ad. 2 Unsur kedua ialah cakap membuat perikatan. Berdasarkan Pasal 1329 KUH 
Perdata: “setiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia 
dinyatakan tidak cakap untuk hal itu”. Sesudah diterbitkan Surat Edaran 
Mahkamah Agung Nomor 3/1963 dan sesudah pemberlakuan Undang-undang 
Perkawinan Tahun 1974 No. 1, tinggal dua golongan yang tidak cakap membuat 
perikatan, yakni anak belum dewasa dan orang berada di bawah pengampuan 
(curatele). 
Ad. 3 mengenai suatu hal tertentu, bermakna “objek perjanjian harus tertentu, 
setidak-tidaknya harus dapat ditentukan Pasal 1333 KUH Perdata, serta barang-
barang yang baru akan ada di kemudian hari pun dapat menjadi objek suatu 
perjanjian Pasal 1334 KUH Perdata”. 
Ad. 4 unsur keempat ialah “sebab yang halal”. Pengertian “sebab yang halal” ialah 
“bukan hal yang menyebabkan perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri tidak 
boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun ketertiban umum 
Pasal 1337 KUH Perdata”. 
 
11  R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung: Bina Cipta, 2007), hlm. 49. 
12  R. Subekti dan Tjitrosudibio (ed), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op.cit., Pasal 1457. 
13  R. Subekti, Hukum Perjanjian, Op.cit, hlm. 2. 
14  R. Subekti dan Tjitrosudibio (ed), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op.cit., Pasal 1458. 
15  Ibid, Pasal 1320. 
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Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “suatu perjanjian pada 
hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat (consensus) dari kedua belah pihak dan 
mengikat mereka yang membuatnya, layaknya mengikatnya suatu undang-undang”.  
Perjanjian ialah “suatu perbuatan hukum, di mana satu orang atau lebih mengikatkan 
dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”, sehingga arti dari 
perjanjian ialah suatu tindakan hukum yang terdapat dua orang ataupun lebih saling 
mengikatkan dirinya terhadap dua orang atau lebih lainnya.  
Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1234 menyebutkan “Suatu 
perikatan ada dua pihak, pihak pertama adalah pihak yang berhak menuntut sesuatu, yang 
dinamakan kreditur, sedangkan pihak kedua adalah pihak yang selanjutnya dinamakan 
debitur, tuntutan itu di dalam hukum disebut sebagai Prestasi berupa”:16  
Ada barang yang diserahkan ataupun sesuatu yang diberikan, Ada perbuatan yang 
dilakukan ataupun sesuatu yang diperbuat dan Tidak ada perbuatan yang dilakukan 
ataupun sesuatu yang tidak diperbuat. 
Dalam hal ini perikatan tidak hadir begitu saja, dengan kata lain ada sesuatu atau 
persetujuan tertentu yang melahirkan suatu perikatan. Dalam Pasal 1233 KUH Perdata, 
menyebutkan “perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) dan undang-
undang”.  
Menurut Budiono Kusumohamidjojo dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar 
Perancangan Kontrak bahwa dalam Pasal 1353 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
menyatakan bahwa “perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan orang 
terbagi lagi menjadi perbuatan yang lahir dari perbuatan yang diperbolehkan 
(Zaakwaarneming) dan perikatan yang lahir dari perbuatan melawan hukum 
(Onrechtmatigedaad). Perikatan yang lahir karena undang-undang misalnya kewajiban 
seorang ayah untuk menafkahi anak yang dilahirkan oleh istrinya.”17  
Wanprestasi adalah: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya 
suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai 
untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya 
hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah 
ditentukan”.18 
Wanprestasi disebabkan salah satu pihak dalam perjanjian lalau ataupun melanggar 
kewajiban (prestasi) sebagai objek perikatan kontrak. Pemenuhan prestasi oleh para pihak 
dalam berkontrak ialah: “Kewajiban untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu 
ataupun bahkan untuk tidak berbuat sesuatu”. Terkait kesepakatan melaksanakan prestasi 
tersebut tidak dijalankan, ataupun dijalankan dengan tidak semestinya, sehingga orang 
yang tidak menjalankan kewajiban sesuai kesepakatan akan dinyatakan ingkar janji 
(wanprestasi).19 
Mengingat kesepakatan kontrak secara sah sebagai hukum yang berlaku dan 
mengikat kedua belah pihak, sehingga semua tindakan yang tidak melakukan kewajiban 
sesuai kesepakatan kontrak bisa dikategorikan perbuatan yang melanggar ataupun 
bertentangan dengan hukum, yakni hukum yang sudah diciptakan dari kesepakatan 
kontrak. 
Pengertian tersebut di atas sejalan dengan pengertian wanprestasi “The Principles of 
International Commercial Contracts” yang menyatakan sebagai berikut: “Non-
 
16  Ibid., Pasal 1234. 
17  Budiono Kusumohamidjojo, Dasar-Dasar Merancang Kontrak, (Jakarta: Gramedia, 2008), hlm. 7. 
18  R. Subekti dan Tjitrosudibio (ed), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op.cit., Pasal 1243. 
19  Ricardo Simanjuntak, Hukum Kontrak Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, Cetakan ke-2, Edisi Revisi, 
(Jakarta: Kontan Publishing, 2011), hlm. 217. 
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performance is a failure by a party to perform any of its obligations under the contract, 
including defective performance or late performance” 
Artinya, pengertian wanprestasi dalam hukum perikatan Indonesia pada dasarnya 
tidak berbeda dengan pengertian wanprestasi yang diatur dalam model hukum kontrak 
internasional dan juga ketentuan wanprestasi yang diatur dalam hukum kontrak common 
law, seperti hukum kontrak Singapura dan hukum kontrak Australia. 
Dengan demikian tindakan wanprestasi berpotensi menimbulkan kerugian bagi mitra 
berkontraknya, sehingga atas dasar Pasal 1267 KUH Perdata kepada pihak yang dirugikan 
akibat dari tindakan wanprestasi tersebut diberikan hak untuk menggugat dengan 
meminta pengadilan agar memaksa pihak yang wanprestasi untuk kembali melaksanakan 
kewajibannya sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak atau meminta pengadilan 
menghentikan kontrak tersebut dan menghukum pihak yang wanprestasi untuk membayar 
ganti rugi dan bunga berdasarkan Pasal 1236, 1239 ataupun Pasal 1243 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata.  
Wanprestasi asalnya dari istilah bahasa Belanda “Wanprestatie”, bermakna tidak 
memenuhi kewajiban sesuai ketetapan dalam perikatan, baik perikatan dikarenakan 
perjanjian hingga perikatan dikarenakan undang-undang. Tidak dipenuhinya kewajiban 
itu ada 2 (dua) kemungkinan alasannya yaitu:20 
Kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Dan Keadaan 
memaksa (force majeure), di luar kemampuan debitur, debitur tidak bersalah. 
Sejak kapan debitur itu dikatakan dalam keadaan sengaja atau lalai tidak memenuhi 
prestasi? Hal ini perlu dipersoalkan apakah dalam perikatan itu ditentukan tenggang 
pelaksanaan pemenuhan prestasi atau tidak. 
Jika dalam hal tenggat waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan, 
dipandang perlu untuk memperingatkan debitur guna memenuhi prestasinya itu. Jika 
“tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi ditentukan”, dengan ini debitur 
dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.21 
Bagaimana cara memperingatkan debitur supaya ia memenuhi prestasinya, apabila 
tenggang waktu pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan dalam perjanjian? 
Debitur perlu diperingatkan secara tertulis, “dengan surat perintah atau akta sejenis itu”, 
di mana ditentukan debitur segera atau pada waktu tertentu yang disebutkan untuk 
memenuhi prestasinya, jika ia dinyatakan lalai atau wanprestasi. 
 
PENUTUP 
Perjanjian diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 
menyatakan: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 
mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.  
Jadi definisi perjanjian ialah perbuatan hukum di mana dua orang atau lebih saling 
mengikatkan dirinya terhadap dua orang atau lebih lainnya. Dari perjanjian kemudian 
melahirkan perikatan. Perikatan juga lahir dari undang-undang. Perikatan ialah ikatan 
antara dua orang atau dua pihak dalam bidang hukum kekayaan atas dasar pihak yang 
satu berhak menuntut suatu hal dari pihak lain, dan dari pihak lain yang wajib memenuhi 
tuntutan tersebut. 
Wanprestasi adalah “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya 
suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai 
untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya 
 
20  Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, cetakan ke-2, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1990), hlm. 
20. 
21  R. Subekti dan Tjitrosudibio (ed), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Op.cit., Pasal 1238. 
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hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah 
ditentukan.” 
Jual beli menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ialah: “Suatu perjanjian, 
dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, 
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